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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada awalnya, manusia tidak mengenal uang, tetapi melakukan pertukaran 

antar barang dan jasa secara barter. Sistem barter yaitu pertukaran suatu 

barang/komoditi dengan komoditi lain secara langsung sesuai dengan kebutuhan yang 

bersangkutan, akan tetapi sistem ini memiliki keterbatasan-keterbatasan seperti tidak 

efesien dan tidak adanya kesepakatan standar mengenai nilai suatu barang. Dengan 

adanya keterbatasan-keterbatasan tersebut dan semakin berkembangannya 

perekonomian, maka diperlukanlah suatu benda yang disebut uang, yang dapat 

digunakan sebagai alat tukar yang mempunyai nilai tetap dan dapat diterima 

masyarakat luas.
1
 Uang adalah segala sesuatu yang diterima umum sebagai alat 

penukar, alat bayar, dan alat hitung atau pengukur nilai.
2
 

Uang bukan lagi hal baru bagi masyarakat, karena semua tingkatan 

masyarakat telah mengenali dan memahami dengan benar bahwa uang merupakan 

alat yang digunakan dalam pertukaran dan pembayaran pada setiap transaksi ekonomi 

yang dilakukan.
3
Uang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana 

yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 

                                                           
1
 Vietzhal Rivai, dkk, Bank and Financial Institutional Management, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2001, hal. 4 
2
 Mugi Rahardjo, Ekonomi Moneter, Surakarta: UNS Press, 2009, hal. 10 

3
 Julius R. Latumaerissa, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Selemba Empat, 

2011, hal. 3 
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Tentang Mata Uang.Selain berfungsi sebagai alat tukar dan alat pembayaran yang 

sah, uang juga berfungsi sebagai alat penyimpan nilai, satuan hitung, ukuran 

pembayaran yang tertunda serta alat ukuran umum dalam menilai sesuatu.
4
Selain itu 

juga, uang mempunyai beberapa syarat, yaitu : 

1) Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu kewaktu; 

2) Tahan lama; 

3) Bendanya mempunyai mutu yang sama; 

4) Mudah dibawa; 

5) Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya; 

6) Jumlahnya terbatas tidak berlebih-lebihan; 

7) Dicetak dan disahkan penggunaannya oleh pemegang otoritas moneter 

(Pemerintah).
5
 

 

Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia.Posisi 

uang sangat strategis dalam suatu sistem ekonomi dan sulit digantikan variabel 

lainnya.Bisa dikatakan uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem 

ekonomi.
6
 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank 

Indonesia, salah satu wewenang Bank Indonesia dalam rangka mengatur dan menjaga 

kelancaran sistem pembayaran adalah menetapkan penggunaan alat pembayaran. 

Penetapan ini dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat 

memenuhi persyaratan keamanan dan efisien bagi penggunanya. 

                                                           
4
Tri Kunawangsih Pracoyo dan Antyo Pracoyo, Aspek Dasar Ekonomi Mikro, Jakarta: 

Grasindo, 2006, hal. 28 
5
 Rozalinda, Ekonomi Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 280 

6
 Mustafa Edwin Nasution, dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2007, hal. 239 
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Seiring dengan perkembangan zaman maka berkembang pula sistem teknologi 

dan infomasi didalam masyarakat, kemajuan dibidang teknologi secara langsung 

mempengaruhi sistem pembayaran saat ini.Hal ini berakibat semakin intens nya 

interaksi antara Bidang Hukum Bisnis dan Bidang Teknologi itu sendiri.
7
 Sistem 

pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai 

uang dari satu pihak kepada pihak lain. Terdapat dua jenis sistem pembayaran, yaitu 

pembayaran tunai dan non-tunai, instrumen pembayaran yang digunakan pada sistem 

pembayaran tunai adalah uang kartal yaitu uang kertas dan uang logam
8
, sedangkan 

pembayaran non-tunai dengan menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet, Nota Debet 

maupun Uang Elektronik (E-Money).
9
 

Saat ini muncul yang namanya Uang Elektronik (E-Money) yang dapat 

digunakan sebagai alat pembayaran.Bank of International Settlement mendefinisikan 

Uang Elektronik (E-Money) sebagai produk stored-value atau prepaid card dimana 

sejumlah nilai uang (monetary value) disimpan secara elektronis dalam suatu 

peralatan elektronis.
10

Secara sederhana Uang Elektronik (E-Money) didefinisikan 

sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan 

dalam media elektronik tertentu, penggunanya harus menyetorkan uangnya terlebih 

dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum 

                                                           
7
Munir Fuadi, Hukum Perbankan Modern Buku Kedua, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001, 

hal. 83 
8
Bank Indonesia, Sistem Pembayaran, diakses dari https://www.bi.go.ig/id/sistem-

pembayaran/contents/deafult.aspx, tanggal  12 Maret 2020 pukul 18.53 WIB 
9
Magdalena Karismariyanti, Perancangan Sistem Akuntansi Penjualan dengan Pembayaran 

Elektronik, Telkom Jurnal Teknologi Informasi Vol. 1 No. 7, 2014, hal. 239 
10

Bank for International Settlement, Implication for Central Banks of The Development of 

Electronic Money, Basel: Bank for International Settlement, 1996, hal. 1 

https://www.bi.go.ig/id/sistem-pembayaran/contents/deafult.aspx
https://www.bi.go.ig/id/sistem-pembayaran/contents/deafult.aspx
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menggunakannya untuk keperluan bertransaksi.
11

 Dengan adanya Uang Elektronik 

(E-Money) sebagai alat pembayaran yang sah akan dapat meningkatkan daya beli 

masyarakat yang sekaligus akan meningkatkan perekonomian negara.
12

 

Uang Elektronik (E-Money) mempunyai karakteristik yang berbeda dengan 

pembayaran elektronis yang telah ada sebelumnya seperti : phone banking, internet 

banking, kartu kredit dan kartu debit/ATM, karena setiap pembayaran yang dilakukan 

menggunakan Uang Elektronik (E-Money) tidak selalu memerlukan proses otorisasi 

dan tidak terkait secara langsung dengan rekening nasabah di Bank (pada saat 

melakukan pembayaran tidak dibebankan ke rekening nasabah di Bank), sebab Uang 

Elektronik (E-Money) tersebut merupakan produk ‘stored value’ dimana sejumlah 

nilai (monetary value) telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan 

(prepaid).
13

 Selain itu juga uang pada Uang Elektronik (E-Money) harus disetorkan 

terlebih dahulu oleh pembelinya dengan nilai nominal yang sama dengan yang disetor 

dan disimpan pada chip atau server yang merupakan media dari Uang Elektronik (E-

Money). 

Di Indonesia, Uang Elektronik (E-Money) sudah di atur dalam Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, dimana pasal 1 ayat (3) 

menjelaskan mengenai unsur-unsur Uang Elektronik, sebagai berikut : 

                                                           
11

 Bank Indonesia, Uang Elektronik, diakses dari https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-

konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/deafault.aspx, tanggal 2 Maret 2020 

pukul 18.55 WIB 
12

 Muhammad Sofyan Abidin, Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia Sebagai Alat Sistem 

Pembayaran Baru, Jurnal Akuntansi UNESA Vol. 3 No. 2, 2015, hal. 4 
13

 Bank Indonesia, Paper Kajian Mengenai E-Money, diakses di http://www.bi.go.id, tanggal 12 

Maret 2020 pukul 19.02 WIB 

https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/deafault.aspx
https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/deafault.aspx
http://www.bi.go.id/
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1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada 

penerbit; 

2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; 

dan 

3. Nilai uang elektronik (e-money) yang dikelola oleh penerbit bukan 

merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 

mengatur mengenai Perbankan. 

 

Mengenai Nilai Uang Elektronik (e-money) dijelaskan dalam pasal 1 ayat (4) 

adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip 

yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer 

dana. 

Saat ini terdapat 2 (dua) bentuk Uang Elektronik (e-money) yang beredar di 

Indonesia, yaitu Uang Elektronik (e-money) dengan menggunakan media chip dan 

Uang Elektronik (e-money) yang menggunakan media server. Dalam Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (e-money) dijelaskan 

bahwa ada 2 (dua) jenis Uang Elektronik (e-money), yaitu Uang Elektronik 

Registered dan Uang Elektronik (e-money) Unregistered. Uang Elektronik (e-money) 

yang berbentuk chip termasuk kedalam jenis Uang Elektronik yang tidak teregistrasi, 

karena Uang Elektronik (e-money) jenis ini cocok digunakan untuk keperluan harian 

dan nominal uang yang disimpan dalam kartu juga dibatasi dengan jumlah nominal 

maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), antara lain seperti : 

1. Flazz; 

2. Tap-cash; 

3. Mandiri E-Money; 

4. BRI Brizzi. 
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Sedangkan Uang Elektronik (e-money) yang berbentuk server termasuk 

kedalam jenis Uang Elektronik (e-money) yang teregistrasi, data identitas dari 

pemegang Uang Elektronik (e-money) itu akan disimpan/didata oleh penerbit Uang 

Elektronik (e-money) tersebut. Nominal maksimal uang yang dapat disimpan melalui 

Uang Elektronik (e-money) mencapai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). 

Tetapi pada saat penggunaannya harus melalui identifikasi terlebih dahulu dan harus 

memasukkan kode PIN terlebih dahulu, sehingga tidak semua orang bisa 

menggunakannya, adapun contoh dari jenis Uang Elektronk (e-money) tersebut antara 

lain : 

1. OVO; 

2. DANA; 

3. Go-Pay; 

4. Sakuku. 

 

Meskipun Uang Elektronik (e-money) relatif masih dalam tahap 

perkembangan, penggunaan Uang Elektronik (e-money) memberikan manfaat dan 

kelebihan dibanding alat pembayaran tunai dan non-tunai lainnya.Oleh karenanya 

Uang Elektronik (e-money) mempunyai potensi menggeser peran pembayaran secara 

tunai untuk pembayaran-pembayaran yang jumlah nominalnya kecil sebab 

transaksinya dapat dilakukan dengan lebih mudah dan murah. 
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Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik 

melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Aspek Hukum E-Money 

Dalam Pembayaran Non-Tunai Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 

20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah : 

1. Apa yang menjadi latarbelakang dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (E-Money) ? 

2. Bagaimana dampak dari kebijakan Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) 

dalam pembayaran non-tunai ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian penulisan skripsi ini sebagai berikut : 

1. Mengetahui latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 

20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (E-Money); 

2. Mengetahui dampak dari kebijakan Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) 

dalam pembayaran non-tunai. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

penulis dan pembaca, antar lain : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan hukum secara umum dan pada hukum perdata secara 

khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Dapat meningkatkan pengetahuan ilmu hukum yang didapat selama masa 

perkuliahan dan menerapkannya dikehidupan dimasa mendatang; 

b. Bagi Pembaca 

Dapat menambah pengetahuan dan referensi mengenai Uang Elektronik 

serta perlindungan hukum bagi pengguna Uang Elektronik. 

 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang 

menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi 

area penelitian.
14

Penulis membatasi ruang lingkup penulisan dengan judul “Aspek 

Hukum E-Money Dalam Pembayaran Non-Tunai Ditinjau Dari Peraturan Bank 

                                                           
14

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 

111 
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Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik” pada bentuk latar 

belakang dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 

Tentang Uang Elektronik (e-money) serta dampak dari kebijakan Penggunaan 

Uang Elektronik (e-money). 

 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan 

berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk 

mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji 

permasalahan. Jujun S. Soerya Sumantri mengatakan : 

“pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan 

pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar 

kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita 

mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan 

permasalahan.”
15

 

Penulis menggunakan beberapa teori berdasarkan permasalahan yang diangkat 

untuk memperkirakan jawaban yang akan diperoleh dalam penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut : 
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1. Teori Kepastian Hukum 

Menurut Hans Kalsen, Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah 

pernyataan yang menakankan aspek yang “seharusnya” atau das sollen, dengan 

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-

undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi 

individu bertingkah laku dalam masyarakat.Aturan-aturan itu menjadi batasan 

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap 

individu.Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan 

kepastian hukum.
16

 

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan 

bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum 

menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang 

dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu 

memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum 

berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
17

 

 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Teori Perlindungan merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk 

dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan 
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masyarakat.Masyarakat yang didasarkan pada teori adalah masayarakat pada 

posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun yuridis.
18

 

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan 

pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
19

 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam membahas permasalahan 

dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang mengkaji 

perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini. 

Penelitian Yuridis Normatif atau yang sering disebut penelitian hukum 

kepustakaan adalah suatu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian 

hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada
20

. Penelitian ini mengkaji aspek 

perundang-undangan, teori-teori hukum, asas-asas hukum dan konsep hukum. 

 

 

                                                           
18

Salim HS dan Erlies Septiani Nurbaiti, Penetapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan 

Disertasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 259 
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2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Perundang-

undangan.Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan 

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut 

dengan isu hukum yang sedang ditangani
21

. 

 

3. Sumber Bahan Hukum 

Sumber dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier, Yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer, terdiri atas : 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), staatsblad 

tahun 1847 Nomor 23; 

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 

Tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 

66; 

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 

Tentang Mata Uang, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 64, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5223; 
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Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, 
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5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara RI Tahun 

1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821; 

6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang 

Elektronik, Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 70, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6203; 

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan kajian yang bersumber dari 

kepustakaan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer 

seperti buku, jurnal, artikel, internet dan sebagainya yang berkaitan 

dengan permasalahan yang akan dibahas; 

c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang memberikan informasi 

tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa 

kamus hukum, artikel, media masa dan internet.
22

 

 

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan dalam penelitian ini 

adalah teknik kepustakaan (Lybrary Research).Pengumpulan bahan dilakukan 

dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 

Penelitian kepustakaan ini akan dijelaskan dengan menggunakan Metode 
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Kualitatif, yaitu dengan menggunakan uraian secara deskriftif dari buku-buku 

literatur  dan media elektronik atau bahan-bahan hukum primer, sekunder dan 

tersier yang telah dikumpulkan yang berkaitan dengan permasalahan yang 

dibahas.
23

 

5. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan cara 

Deduktif. Penarikan kesimpulan dengan cara Deduktif adalah menarik suatu 

kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan 

khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio.
24
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